PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR S5 TAHUN 2014

TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan meningkatkan  perekonomian dalam = rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
dinyatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai
kewenangan menetapkan peraturan daerah dibidang
ketenagaan listrikan daerah lintas Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Ketenagalistrikan Daerah;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana
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10.

11.

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 5052);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana
telah dua kali diubah terahir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG

KETENAGALISTRIKAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
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10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau

Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi
tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau
isyarat.

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi
pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen.

Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari
pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran
tenaga listrik antarsistem.

Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem
transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik
dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga
listrik kepada konsumen.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan
sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan,
transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik di daerah.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang  wilayah
usahanya lintas Kabupaten/Kota.

Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri yang instalasi jaringannya lintas Kabupaten/Kota.

Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh
Lembaga Jasa Inspeksi Teknis dan lembaga penunjang teknis lainnya yang
telah terakreditasi berdasarkan uji laik operasi.

Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai
tempat badan wusaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda
lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas
tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di
atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak
langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan
secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang
diperlukan.

Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang
dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan
hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang
Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang
dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam
pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis
mobile dan portable).

Access Power adalah kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh
pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.

Tarif Regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Harga Jual Tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan
penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan
dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan
dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan asas :

a. Manfaat;
b. Efesiensi berkeadilan;



Berkelanjutan;

Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
Kaidah usaha yang sehat;

Keamanan dan keselamatan,;

Kelestarian fungsi lingkungan;

om0 Qoo

Pasal 3

Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga wajar dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

Penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah;

Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang
wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;

Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas
kabupaten/kota;

Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang
izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;

Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan
telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah;

Pembinaan dan pengawasan kepada badan wusaha di bidang
ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;

Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah; dan

Penetapan sanksi administratif kepada badan wusaha yang izinnya
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan
nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi
dengan DPRD.

Dalam menyusun RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan
untuk pembangunan listrik.



